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ABSTRAK

Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan
Negerii Tangerangi Nomor:i 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tngi Dalami Tindaki Pidanai UUi ITEi Dani

Penipuan.iSkripsii yangiberjuduli i“AnalisisiYuridisiPutusaniPengadilaniNegeriiTangerangiNomor:i
1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tngi Dalami Tindaki Pidanai UUi ITEi Dani Penipuan”i inii secarai umumi

membahasi tentangi analisisi yuridisi tindaki pidanai UUi ITEi dani penipuani dii Indonesia.i Dimanai

tindaki pidanai UUi ITEi daniPenipuani dii Indonesiaimenuruti putusani pengadilani negerii tangerangi

Nomor:i 1240/Pid.Sus/2022/Pn.i dii aturi dalami Undangi –i Undangi ITE.i Dalami skripsii inii
menggunakani teorii kepastiani hukumi dani teorii criminali responsibility.i Metodei penelitiani yangi

digunakaniadalahinormatifidengani teknikipengumpulanidataistudiikepustakaanidani internet.
Unsuri tindaki pidanai dalami Putusani Pengadilani Negerii Tangerangi Nomori

1240/Pid.Sus/2022/PNi Tngi terkaiti UUi ITEi mencakupi faktori objektifi dani subjektif.i Dalami

memutusi perkara,i hakimi mempertimbangkani aspeki hukumi dani non-hukum.i Ketentuani pidanai

yangi relevani diaturi dalami Pasali 45Ai ayati (1)i jo.i Pasali 28i ayati (1)i UUi Nomori 19i Tahuni 2016i

tentangi Informasii dani Transaksii Elektronik,i sertai Pasali 3i UUi Nomori 8i Tahuni 2010i tentangi

Pencegahani dani Pemberantasani Tindaki Pidanai Pencuciani Uang.i Penelitiani menekankani

pentingnyai pertimbangani hakimi yangi cermati untuki menghindarii pembatalani putusan.i
Pemerintahi disarankani untuki meningkatkani edukasii dani pembentukani karakteri gunaimencegahi

kasusipenipuanidanipencucianiuangisertaimeningkatkanikualitasisumberidayaimanusia.
KataiKuncii :i iTindakiPidana,iUndangi–iundangi ITE,iPenipuan,iPencucianiUang

ABSTRACT
Thei discussioni discussedi ini thisi thesisi is:i JuridicaliAnalysisiofiSupremeiCourtiDecisioni

Number:i 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tngi ini Criminali Actsi ofi thei ITEi Lawi andi Fraud.i Thei thesisi
entitledi "Judiciali Analysisi ofi Supremei Courti Decisioni Number:i 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tngi ini

Criminali Actsi ofi thei ITEi Lawi andiFraud"i generallyi discussesi thei juridicali analysisi ofi criminali
actsi ofi thei ITEi Lawi andi fraudi ini Indonesia.i Wherei arei thei criminali actsi ofi thei ITEi Lawi andi

Fraudi ini Indonesiai accordingi toi Supremei Courti decisioni Number:i 1240/Pid.Sus/2022/Pn.i
regulatedi ini thei ITEi Law.i Thisi thesisi usesi thei theoryi ofi legali certainty,i whichi meansi thei lawi

emphasizesi thati thei lawimustibeiclear,icertainiandipredictablei toiprovideiclarityi forisociety,iwhilei

thei theoryi ofi criminali responsibility,i meaningi thisi theoryi involvesi evaluationi ini consideringi ani

individuali toi beari responsibilityi fori hisi actions.i Thei researchi methodi usedi isi normativei usingi

libraryiandi internetistudyidataicollectioni techniques.
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Thei elementsi ofi ai criminali acti ini thei Tangerangi Districti Courti Decisioni Numberi
1240/Pid.Sus/2022/PNi Tngi regardingi thei ITEi Lawi includei objectivei andi subjectivei factors.i Ini

decidingi ai case,i thei judgei considersi legali andi non-legali aspects.i Relevanti criminali provisionsi
arei regulatedi iniArticlei 45Ai paragraphi (1)i ini conjunctioniwithiArticlei 28i paragraphi (1)i ofiLawi

Numberi 19i ofi 2016i concerningi Electronici Informationi andi Transactions,i andi Articlei 3i ofiLawi

Numberi 8i ofi 2010i concerningi theiPreventioni andiEradicationi ofiMoneyiLaundering.iThei studyi

emphasizesi thei importancei ofi carefuli considerationi byi judgesi toi avoidi overturningi thei decision.i
Thei governmenti isi advisedi toi improvei educationi andi characteri buildingi toi preventi fraudi andi

moneyi launderingicasesiandi improvei theiqualityiofihumaniresources.
Keywords:iCrime,i ITEiLaw,iFraud,iMoneyiLaundering

PENDAHULUAN
Kata "strafbaar feit" berbahasa

Belanda memacu pada pelanggaran yang
ditulis oleh pembuati undang-undangi biasai
didalami Kitabi Undang-Undangi Hukumi
Pidanai (KUHP),i walaupuni tidaki adai
terjemahani resmii darii istilahi tersebut.i
Menuruti hukumi pidana,i tindaki pidanai
adalahi pelanggarani yangi ditindaki olehi
seseorangi mampui dipertanggungjawabkani
atasi perbuatannyai yangi melanggari
normai ataui mengganggui ketertibani
hukum,i baiki sengajai maupuni tidaki
sengaja (Arifin & Handayani , 2023).
Sistemi peradilani pidanai terkenali dengani
asasi pradugai tidaki bersalah,i dimanai
seseorangi dianggapi tidaki bersalahi
sebelumnyai suatui keputusani mempunyaii
kekuatani hukumi tetap.i Asasi inii jugai
menjadii landasani penerapani hukumi
berdasarkani asasi keadilani tertentu,i adil,i
dani manusiawii (Siregar,i 2023,i hlm.i
17-30).i Olehi karenai itu,i prosesi
penegakani hukumi dalami sistemi
peradilani pidanai memerlukani pemikirani
yangi tajami dani teliti.i Menuruti asasi
kepastiani hukum,i pihaki yangi berwenangi
harusi berusahai melakukani penyesuaiani
hukumi terhadapi undang-undangi untuki
memastikani bahwai undang-undangi
tersebuti berfungsii sebagaii suatui
peraturani yangi harusi dihormatii dani
diterapkani sebagaimanai mestinya.

Sebagaii negarai hukum,i Indonesiai

menjamini bahwai rakyatnyai mendapatkani
keadilani sesuaii dengani hukumi melaluii
lembagai peradilani dani badani perantarai
peradilan.i Lembagai peradilani berfungsii
sebagaii institusii independen,i
sebagaimanai diaturi dalami Pasali 24i ayati
(1)i Undang-Undangi Dasari Negarai
Republiki Indonesiai Tahuni 1945,i untuki
menjalankani prosesi peradilani sertai
menjagai tegaknyai hukumi dani keadilan.i
Mahkamahi Agung,i yangi merupakani
bagiani darii lembagai peradilan,i diaturi
lebihi lanjuti dalami Undang-Undangi
Nomori 3i Tahuni 2009i tentangi
Mahkamahi Agung,i sesuaii dengani
ketentuani dalami UUDi 1945.i Salahi satui
kejahatani yangi palingi seringi terjadii dii
erai moderni adalahi tindaki pidanai
penipuan.i (Sulistiyono,i 2018,i p.i 1-3).

Tindak pidana yang berkaitan
dengan keputusan Mahkamah Agung
mengenai pelanggaran ITE dan penipuan
dapat dikategorikan sebagai kesenjangan
dengan tujuan. Terkadang, masalah ini
disebabkan oleh perbedaan dari hanya
"menginginkan" sesuatu; ada kalanya,
sang pencipta perlu memiliki kondisi
tertentu untuk mewujudkannya. Perbedaan
itulah yang memicu kehendak sadar untuk
melakukan kejahatan tertentu.
"Mempunyai tujuan" dan "tahu dan ingin"
adalah istilah yang sama dalam bahasa
sehari-hari. (Wardana, 2023, p. 366-375).

Dii Indonesia,i kasusi binaryi optioni
terkenali adalahi kasusi Indrai Kenz,i



seorangi influenceri yangi mendukungi
platformi binaryi option.i Pengadilani
Negerii Tangerangi menjatuhkani
hukumani 10i tahuni penjarai dani dendai
sebesari Rp5i miliari terhadapi Indrai
Kenzi karenai terbuktii melakukani tindaki
pidanai penipuani dani pencuciani uang.i
Dalami perkarai ini,i Indrai Kenzi
dikenakani Pasali 3i Undang-Undangi
Nomori 8i Tahuni 2010i tentangi
Pencegahani dani Pemberantasani Tindaki
Pidanai Pencuciani Uang,i sertai Pasali 45i
ayati (2)i jo.i Pasali 27i ayati (2)i
Undang-Undangi Informasii dani
Transaksii Elektroniki (ITE).i Ancamani
maksimali hukumani yangi dapati
dijatuhkani dalami kasusi inii adalahi 20i
tahuni penjara (Anonim, 2022).

Karena banyaknya influencer yang
ikut serta mempromosikannya, masalah
yang sedang terjadi menjadi subjek diskusi
yang hangat. Ini menunjukkan bahwa
affiliator memanfaatkan platform opsi
biner untuk mendorong investasi ilegal,
dan keuntungan dari tindakan ini
digunakan untuk menyamarkan transaksi
keuangan. Ini adalah alasan mengapa
aplikasi ini dianggap membantu dalam
penipuan dan pencucian uang. Untuk
alasan ini, peneliti menyelidiki keputusan
mahkamah agung mengenai penipuan dan
pencucian uang secara elektronik, yang
telah merugikan negara dan masyarakat.
Keputusan Mahkamah Agung pasti harus
memberantas kejahatan ini untuk
keamanan hidup masyarakat dengan
memanfaatkan teknologi dengan cerdas.

METODE
Dalami penelitiani ini,i Penelitiani

inii menggunakani metodei penelitiani
hukumi normatif,i yaitui pendekatani yangi
menitikberatkani padai kajiani hukumi
positifi melaluii analisisi dokumeni hukumi
tertulis.i Dalami penelitiani ini,i akani
dibahasi Putusani Pengadilani Negerii

Tangerangi Nomor:i 1240/Pid.Sus/2022/PNi
Tngi terkaiti penerapani Undang-Undangi
Informasii dani Transaksii Elektroniki (UUi
ITE)i sertai tindaki pidanai penipuan.i Salahi
satui pendekatani dalami penelitiani hukumi
normatif,i yaitui pendekatani kasus,i
digunakani untuki merumuskani argumeni
hukumi berdasarkani peristiwai konkret.i
Setiapi putusani berfokusi padai
pertimbangani yangi diambili olehi hakimi
saati mengambili keputusani sehinggai
dapati digunakani sebagaii dasari untuki
menyelesaikani masalahi hukumi
(Trisnomurti & Ibda, 2021, p. 107).
Pendekatani inii akani fokusi padai analisisi
detaili fakta-fakta,i argumentasii hukum,i
dani pertimbangani hakimi dalami Putusani
PNi Tangerangi No.i 1240/Pid.Sus/2022/PNi
Tng.i Pendekatani Perundang-undangani
(Statutei Approach)i Fokusi pendekatani inii
akani membandingkani Putusani PNi
Tangerangi dengani peraturani
perundang-undangani terkait, seperti KUHP,
UU TPPU, dan UU ITE. Pendekatan
Analitis & Konseptual (Analytical &
Conceptual Approach)
Analisis kebijakan tidak mengubah
pembuatan kebijakan, melainkan bahwa
perubahan. dalam pembuatan kebijakan
telah menciptakan kemungkinan, dan
dalam banyak kasus kebutuhan, untuk
memungkinkan penyelidikan interpretif
dalam analisis kebijakan. Dipicu oleh
munculnya apa yang menjadi dikenal
sebagai masyarakat jaringan, kebijakan
semakin dibuat dalam jaringan yang
kompleks dan sedikit banyak otonom yang
terdiri dari aktor-aktor pemerintah dan
masyarakat, sering mengaburkan
batas-batas di antara tingkat-tingkat
tradisional pemerintah (Fischer, Miller, &
Sidney, 2021, p. 27).
Dokumeni hukumi sekunderi mencakupi
berbagaii sumber,i sepertii buku-bukui
karyai ahlii hukumi ternama,i jurnali
hukum,i opinii akademis,i laporani kasus,i



sertai hasili simposiumi terkinii yangi
relevani dengani topiki penelitian.i
Penelitiani dokumeni ataui surveii
perpustakaani dalami bidangi hukumi
dilakukani dengani mengumpulkani datai
primer,i sekunder,i dani tersieri yangi
berhubungani dengani isui hukumi yangi
menjadii fokusi penelitian,i kemudiani
menganalisisi datai tersebuti berdasarkani
teorii yangi mendasarii penelitian.i Dalami
penelitiani hukum,i pengumpulani
informasii jugai dapati dilakukani secarai
daringi melaluii situsi webi dani jurnali
onlinei yangi relevani dengani topiki
penelitian.i Bahani hukumi yangi
diperolehi kemudiani dianalisisi secarai
mendalami untuki membanguni
pembahasani yangi terstrukturi dani
sistematis.i Penelitiani inii
menggabungkani berbagaii tekniki analisisi
teksi hukumi untuki menghasilkani kajiani
yangi komprehensifi dani mendalami
terhadapi Putusani Pengadilani Negerii
Tangerangi Nomor:i
1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.i Metodei
analisisi yangi digunakani meliputii
analisisi deskriptif,i analisisi yuridis,i
pendekatani komparatif,i dani kajiani
literatur.

PEMBAHASAN
Unsur – Unsur Tindak Pidana Dalam
Putusan PN Tanggerang Nomor :
1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng

1 Tindak Pidana Yang Dilakukan Indra
Kenz Menurut UU ITE Dalam
Putusan PN Tanggerang

Unsur-unsuri tindaki pidanai
merupakani komponeni ataui ciri-cirii
yangi harusi terpenuhii agari suatui
perbuatani dapati dikategorikani sebagaii
tindaki pidana.i Dalami Putusani
Pengadilani Negerii Tangerangi Nomori
1240/Pid.Sus/2022/PNi Tng,i terdakwai
didakwai atasi tindaki pidanai penipuani

dani pencuciani uangi yangi berkaitani
dengani aktivitasi investasii ilegali
melaluii mediai elektronik.i Perkarai inii
mencakupi duai tindaki pidanai utama,i
yaknii penipuani berbasisi elektroniki
dani pencuciani uang.i Terdakwai
dituduhi menyebarkani informasii palsui
yangi menyesatkani melaluii mediai
elektroniki dengani tujuani memperolehi
keuntungani darii korban.i Berdasarkani
Pasali 45Ai ayati (1)i jo.i Pasali 28i ayati
(1)i UUi Nomori 19i Tahuni 2016i
tentangi Informasii dani Transaksii
Elektroniki (ITE),i tindaki pidanai inii
terjadii apabilai seseorangi secarai
sengajai dani tanpai haki menyebarkani
beritai bohongi yangi berpotensii
merugikani konsumeni dalami transaksii
elektronik.i Dalami kasusi ini,i
terdakwai didugai menciptakani skemai
investasii palsui dengani menawarkani
keuntungani besari kepadai korban,i
sehinggai mendorongi korbani untuki
menyetorkani uang ke platform tersebut.
Namun, kenyataannya, investasi tersebut
tidak ada, dan uang yang terkumpul
digunakan terdakwa untuk kepentingan
pribadi.

Tindaki pidanai keduai yangi
dilakukani adalahi pencuciani uang,i
yangi diaturi dalami Pasali 3i
Undang-Undangi Nomori 8i Tahuni
2010i tentangi Pencegahani dani
Pemberantasani Tindaki Pidanai
Pencuciani Uangi (TPPU).i Tindaki
pidanai inii terjadii ketikai terdakwai
menyembunyikani ataui menyamarkani
asal-usuli uangi hasili penipuani dengani
mentransferi ataui menempatkannyai
dalami bentuki laini untuki
mengaburkani sumbernya. Dalam
konteks ini, uang hasil dari skema
penipuan tersebut diduga dialihkan ke
dalam bentuk aset atau disimpan di
rekening yang berbeda, dengan tujuan
agar uang tersebut tidak mudah dilacak



dan tidak teridentifikasi sebagai hasil
kejahatan. Dengan cara ini, terdakwa
berusaha untuk menghindari tanggung
jawab hukum atas uang yang
diperolehnya dari tindakan penipuan.
2 Unsur – unsur Tindak Pidana Yang
Dilakukan Oleh Indra Kenz

Menurut Kartini Kartono, penipuan
elektronik memiliki dua unsur penting.
Pertama, unsur kesengajaan atau niat
(mens rea), di mana pelaku harus
memiliki niat untuk menipu korban
dengan memanfaatkan teknologi seperti
internet atau aplikasi digital.
Kesengajaan ini menjadi elemen krusial
dalam memenuhi tindak pidana
penipuan. Kedua, unsur perbuatan
melawan hukum (actus reus), yang
menunjukkan bahwa tindakan penipuan
bertentangan dengan hukum. Kartini
Kartono menekankan bahwa kedua
unsur ini harus terpenuhi untuk
mengklasifikasikan suatu tindakan
sebagai penipuan elektronik. Penipuan
dalam transaksi elektronik memiliki
beberapa unsur penting. Menurut Kartini
Kartono, unsur perbuatan melawan
hukum mencakup manipulasi data,
penyebaran informasi palsu, atau
pengiriman data menyesatkan melalui
media elektronik, yang menyebabkan
kerugian nyatabagi korban, seperti
kehilangan uang atau aset digital. Selain
itu, penggunaan teknologi elektronik
seperti aplikasi, email, atau situs web
palsu menjadi ciri khas kejahatan ini.

Van Bemmelen juga menekankan
unsur kesengajaan (mens rea), di mana
pelaku dengan niat jahat secara sadar
menipu untuk memperoleh keuntungan
tidak sah. Unsur perbuatan melawan
hukum (actus reus) juga merupakan
elemen penting dalam tindak pidana
penipuan elektronik. Penipuan dalam
transaksi elektronik memiliki beberapa
unsur utama. Menurut Van Bemmelen,

unsur perbuatan melawan hukum (actus
reus) mencakup manipulasi informasi,
penyebaran data palsu, atau penggunaan
teknologi untuk menipu korban.
Penipuan ini juga harus menyebabkan
kerugian nyata bagi korban, seperti
kehilangan uang atau aset, serta dampak
ekonomi atau psikologis. Selain itu,
penggunaan media elektronik seperti
internet, aplikasi, atau perangkat digital
menjadi ciri khas penipuan elektronik
(Amalia, Rays , Ul Hosnah, & Fajrina,
2024).

Romli Atmasasmita menambahkan
bahwa unsur kesengajaan (mens rea),
yaitu niat jahat pelaku untuk merugikan
korban, serta perbuatan melawan hukum
melalui informasi palsu, merupakan
elemen penting dalam tindak pidana
penipuan elektronik. Penipuan dalam
transaksi elektronik memiliki lima unsur
utama (Sitorus, 2022). Pertama, unsur
kesengajaan (mens rea), di mana pelaku
dengan niat jahat berusaha memperoleh
keuntungan secara tidak sah. Kedua,
unsur perbuatan melawan hukum (actus
reus), yang melibatkan tindakan
melawan hukum seperti memberikan
informasi palsu atau menipu korban
untuk mendapatkan keuntungan. Ketiga,
unsur kerugian pada korban, yang
mengharuskan adanya kerugian nyata
yang dialami oleh korban, seperti
kehilangan uang, aset, atau informasi
penting. Keempat, unsur penggunaan
media elektronik, di mana tindakan
penipuan dilakukan melalui sarana
digital seperti internet, email, atau
aplikasi, menjadikan teknologi informasi
sebagai elemen penting dalam kejahatan
ini. Kelima, unsur penyampaian
informasi menyesatkan, di mana pelaku
menyampaikan informasi palsu atau
menggunakan identitas yang
dimanipulasi dengan tujuan
menyesatkan dan merugikan korban.



Sebagaimanai diaturi dalami Pasali
45Ai ayati (1)i jo.i Pasali 28i ayati (1)i
UUi Nomori 19i Tahuni 2016i tentangi
Informasii dani Transaksii Elektroniki
(ITE),i komponeni tindaki pidanai
penipuani melaluii transaksii
elektroniki mencakupi beberapai
elemeni penting.i Salahi satunyai
adalahi elemeni "setiapi orang",i yangi
mengacui padai pihaki ataui lembagai
yangi dapati dianggapi bertanggungi
jawabi atasi tindaki pidanai tersebut.i
Terdakwai Indrai Kesumai Aliasi Indrai
Kenzi adalahi orangi yangi
dimaksudkani sebagaii pelakui tindaki
pidanai dalami dakwaani Penuntuti
Umum,i sehinggai tidaki adai
kesalahani subyeki hukumi pelakui
tindaki pidanai (errori ini persona)i
dalami dakwaani Penuntuti Umum.i
Adanyai niati ataui kesengajaani darii
pelakui untuki melakukani penipuan,i
sertai bahwai tindakani tersebuti
dilakukani tanpai haki ataui izini yangi
sah.i Terdakwai menggunakani
masyarakati yangi tidaki tahui banyaki
tentangi tradingi dani keuangan,i dani
diai menciptakani ilusii bahwai diai
akani menjadii kayai segera,i
seolah-olahi parai korbani sedangi
berdagang.i Padahali terdakwai tahui
bahwai binomoi tidaki memilikii izini
darii bapepti.i Dalami kasusi ini,i
terdakwai didugai mengedarkani
informasii palsui tentangi keuntungani
besari dalami investasii yang,i padai
kenyataannya,i tidaki ada.i Informasii
inii dirancangi untuki menyesatkani
caloni investori sehinggai merekai
tertariki untuki menginvestasikani
uangnya.i Penipuani dalami transaksii
elektroniki dapati menyebabkani
kerugiani finansiali bagii konsumen,i
sepertii kehilangani uangi ataui aseti
yangi diinvestasikani dalami platformi
palsu.i Transaksii elektroniki

mencakupi segalai bentuki transaksii
yangi dilakukani melaluii mediai
elektronik,i sepertii aplikasii investasii
ataui situsi web.i Berdasarkani Pasali 1i
angkai 2i Undang-Undangi Nomori 8i
Tahuni 1999i tentangi Perlindungani
Konsumen,i konsumeni adalahi
penggunai barangi ataui jasai yangi
tersediai dii masyarakati untuki
kepentingani pribadi.i Sementarai itu,i
Pasali 1i angkai 2i Undang-Undangi
Nomori 19i Tahuni 2016i menyebutkani
bahwai transaksii elektroniki adalahi
perbuatani hukumi yangi
menggunakani mediai elektronik.i
Dalami kasusi ini,i parai saksii pelapor,i
yangi merupakani penggunai platformi
Binomo,i mengalamii kerugiani setelahi
mendaftarkani akun,i menyetujuii
kebijakani platform,i dani melakukani
transaksii melaluii mediai elektroniki
merekai masing-masing.

Menurut Kartini Kartono,
pencucian uang memiliki beberapa
unsur utama. Pertama, unsur harta atau
dana dari sumber ilegal, yaitu upaya
membersihkan uang atau aset yang
diperoleh dari kejahatan seperti
penipuan atau korupsi. Kedua, unsur
kesengajaan menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul dana, yang
bertujuan agar dana ilegal tampak sah
dan tidak terlacak oleh pihak
berwenang. Ketiga, unsur perbuatan
melawan hukum, di mana tindakan
menyembunyikan asal-usul dana hasil
kejahatan melanggar hukum dan
peraturan yang berlaku. Keempat, unsur
proses pencucian uang yang melibatkan
tahapan placement, layering, dan
integration, untuk memisahkan dana
dari sumber aslinya dan
menyamarkannya dalam transaksi legal.
Menurut Van Bemmelen, pencucian
uang memiliki dua unsur utama.
Pertama, unsur sumberi hartai



kekayaani darii kejahatan,i yaitui danai
ataui aseti yangi berasali darii tindaki
pidanai sepertii penipuan,i
perdagangani narkoba,i ataui korupsi.i
Kedua,i unsuri kesengajaani
menyembunyikani ataui menyamarkani
asal-usuli dana,i dii manai pelakui
secarai sengajai mengalihkani ataui
mengubahi bentuki danai ilegali agari
tidaki dapati dilacaki olehi otoritasi
penegaki hukum.i Romlii
Atmasasmita,i seorangi ahlii hukumi dii
Indonesia,i mengidentifikasii beberapai
unsuri dalami tindaki pidanai
pencuciani uang.i Pertama,i unsuri
perolehani hartai kekayaani darii hasili
kejahatan,i yangi menunjukkani bahwai
aseti yangi dicucii diperolehi darii
kegiatani kriminal,i sepertii penipuan.
Kedua, unsur niat untuk
menyembunyikan atau menyamarkan,
di mana pelaku dengan sengaja
mengaburkan asal-usuli hartai agari
tidaki terdeteksii olehi aparati hukum.i
Ketiga,i elemeni perbuatani melawani
hukumi menjelaskani bahwai UUi No.i
8i Tahuni 2010i tentangi Pencegahani
dani Pemberantasani Tindaki Pidanai
Pencuciani Uangi mengaturi pencuciani
uangi sebagaii tindakani yangi
melanggari hukum.

Unsuri dalami tindaki pidanai
pencuciani uangi mencakupi
serangkaiani tindakani pengelolaani
hartai kekayaan hasil kejahatan, seperti
menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, membelanjakan, atau
mengubah bentuk harta tersebut. Dalam
kasus ini, terdakwa diduga mentransfer
dan mengalihkan uang hasil penipuan ke
dalam bentuk aset atau rekening lainnya
untuk menyembunyikan jejak uang
tersebut. Komponen ini bersifat
alternatif, yang berarti bahwa pencucian
uang dapat dianggap terbukti jika salah
satunya terbukti. Berdasarkan bukti

persidangan, terdakwa memperoleh uang
dengan mempengaruhi orang untuk
menjadi trader di Binomo, yang
mengakibatkan 144 trader kehilangan
sekitar Rp 83.000.000.000,-.
Selanjutnya, terdakwa menggunakan
uang yang dihasilkan dari perdagangan
untuk membeli aset seperti tanahi dani
rumah.i Diai membelii mobil,i jami
tangani mewah,i tanahi dani bangunani
sertai melakukani transferi kei beberapai
rekening,i sehinggai perbuatani
terdakwai memenuhii unsur-unsuri ini.

Terdakwai terbuktii melakukani
tindaki pidanai menyebarkani beritai
bohongi dani menyesatkani yangi
mengakibatkani kerugiani konsumeni
dalami transaksii elektronik,i sepertii
yangi terungkapi dalami persidangan.i
Dalami dakwaani pertamai Penuntuti
Umum,i tindakani inii melanggari Pasali
45Ai ayati (1)i jo.i Pasali 28i ayati (1)i
Undang-Undangi Nomori 19i Tahuni
2016i tentangi Perubahani atasi
Undang-Undangi Nomori 11i Tahuni
2008i tentangi Informasii dani
Transaksii Elektronik,i dengani
ancamani penjarai maksimali enami
tahun.i Terdakwai didugai melakukani
tindaki pidanai dengani menyebarkani
beritai bohongi tersebuti dani
mendapatkani keuntungani darii uangi
yangi diyakinii berasali darii aktivitasi
tradingi dii Binomoi yangi melibatkani
banyaki orang.i Terdakwai jugai
menggunakani uangi yangi dihasilkani
darii kejahatani untuki membelii mobil,i
rumah,i jami tangani mewah,i
mentransferi sejumlahi uangi kei
rekeningi orangi lain,i dani bertransaksii
matai uangi kriptoi dii Indodax,i
menuruti buktii laini yangi diungkapkani
dalami persidangan.i Semuai tindakani
inii dilakukani untuki menyembunyikani
ataui menyamarkani sumberi kekayaani
yang dia miliki. Oleh karena itu, elemen



penyembunyian atau menyamarkan
sumber kekayaan sebagaimana yang
diatur dalam tindak pidana pencucian
uang juga dapat terbukti.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi
Pertimbangan Hakim Dalam
Memutus Perkara Tersebut.

Keputusan hakim di akhir
persidangan menentukan nasib
terdakwa, mereka dapat dinyatakan
bersalah atau tidak. Hakim diharapkan
menegakkan keadilan baik secara
material maupun formal dalam
putusannya. Sebelum membuat putusan
pidana, penting bagi hakimi untuki
mempertimbangkani duai faktori
utama:i keadaani yangi memberatkani
dani keadaani yangi meringankan.i
Keadaani yangi memberatkani
menunjukkani karakteristiki negatifi
terdakwai selamai persidangan,i
sedangkani keadaani yangi
meringankani menunjukkani
karakteristiki positifi terdakwa.i Parai
terdakwai dani pihaki yangi terlibati
memilikii pengaruhi besari terhadapi
pertimbangani hukumi yangi
dipertimbangkani saati membuati
keputusan.i Pertimbangani hukumi
didasarkani padai faktai hukumi yangi
terungkapi dii persidangani dani
ditetapkani olehi undang-undangi
sebagaii komponeni yangi harusi
dipertimbangkani dalami pengambilani
keputusan.i Dalami kasusi dii manai
putusani hakimi memerlukani
peninjauani kembali,i putusan tersebut
dianggap cukup jika telah memenuhi
syarat minimal untuk dilakukan
peninjauan kembali.
Pertimbangan hukum hakim

didasarkan pada berbagai faktor
penting, seperti dakwaan jaksa,
keterangan terdakwa dan saksi, alat
bukti, serta ketentuan hukum pidana

yang berlaku. Faktor-faktor ini menjadi
dasar untuk menentukan apakah
terdakwa terbukti bersalah dan
menetapkan hukuman yang sesuai
dengan tingkat keseriusan
perbuatannya. Selain itu, hakim juga
mempertimbangkan aspek non-hukum,
seperti dampak sosial dan ekonomi
akibat tindakan terdakwa. Aspek ini
meliputi jumlah korban, tingkat
kerugian, perilaku terdakwa selama
persidangan, dukungan serta kondisi
keluarganya, potensi rehabilitasi, dan
dampak putusan terhadap upaya
pencegahan kejahatan serupa. Hakim
berusaha menyeimbangkan antara
legalitas dan aspek kemanusiaan dalam
peradilan, guna menciptakan keputusan
yang adil dan menyeluruh. Faktor lain
seperti gaya hidup boros, sikap enggan
bekerja keras, penyesalan, dan
pengakuan kesalahan terdakwa juga
diperhatikan dalam proses pengambilan
keputusan, baik dari sisi hukum
maupun non-hukum. Semua faktor ini
dievaluasi secara cermat untuk
memastikan putusan yang dihasilkan
adil, merefleksikan keadilan, dan
mempertimbangkan dampaknya
terhadap terdakwa, korban, serta
masyarakat. Dengan demikian, proses
pengambilan keputusan hakim
mencerminkan keseimbangan
pertimbangan hukum dan non-hukum
demi mencapai rasa keadilan bagi
semua pihak yang terkait.

SIMPULAN
Kasusi Indrai Kenzi

memenuhii unsuri tindaki pidanai
penipuani berbasisi elektroniki dani
pencuciani uang.i Iai menawarkani
investasii ilegali yangi melanggari
hukum,i dengani niati buruki untuki
menipui investori melaluii janjii
keuntungani tidaki realistisi dani



informasii menyesatkan.i Penipuani inii
menyebabkani kerugiani finansiali bagii
korban,i menunjukkani adanyai
hubungani sebab-akibati yangi jelasi
antarai tindakannyai dani kerugiani
yangi dialami.i Dalami pencuciani uang,i
danai yangi diperolehi darii penipuani
digunakani untuki transaksii ataui
pembeliani aseti gunai
menyembunyikani asal-usulnya,i
menunjukkani niati untuki
menyamarkani sumberi danai ilegal.i
Perbuatannyai melanggari Pasali 45i
ayati (1)i dani Pasali 27i ayati (1)i UUi
ITEi dengani ancamani hukumani
maksimali 6i tahuni penjarai dan/ataui
dendai Rp1i miliar.i Semuai unsuri
tindaki pidanai terbuktii sesuaii fakta
hukum, dengan modus investasi palsu
yang merugikan korban dan pencucian
uang untuk menyembunyikan dana hasil
kejahatan. Hakim mempertimbangkan
dua faktor utama dalam putusan:
keadaan memberatkan dan keadaan
meringankan. Keadaan memberatkan
mencerminkan dampak negatif tindakan
terdakwa, sementara keadaan
meringankan mencakup aspek positif,
seperti penyesalan atau pengakuan
kesalahan. Pertimbangan hukum
didasarkan pada fakta persidangan,
seperti dakwaan jaksa, keterangan saksi,
bukti, dan aturan hukum. Selain itu,
faktor non-hukum, seperti dampak
sosial-ekonomi, jumlah korban, tingkat
kerugian, perilaku terdakwa selama
persidangan, dan potensi rehabilitasi,
turut diperhatikan untuk mencerminkan
keseimbangan antara legalitas dan
kemanusiaan. Proses ini bertujuan
mencapai keadilan komprehensif,
mempertimbangkan dampak terhadap
terdakwa, korban, dan masyarakat luas.
Evaluasi menyeluruh terhadap faktori
hukumi dani non-hukumi memastikani
putusani yangi adili dani seimbangi bagii

semuai pihaki yangi terlibat.i
Pemerintahi dapati melaksanakani
beberapai programi pendidikani untuki
mengurangii jumlahi korbani penipuani
dani pencuciani uang,i sertai
memberikani sanksii yangi tepati bagii
pelakui kejahatani untuki menciptakani
efeki jerai sosial.i Perlui adanyai bentuki
-i bentuki pendidikani karakter agar
masyarakat tidak melakukan hal yang
melenceng dari norma yang berlaku.
Selain itu, harus adanya peraturan -
peraturan dalam bermedia sosial agar
ada batasan bagi masyarakat untuk bebas
memanfaatkan media sosial.
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